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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hak Narapidana Wanita Atas Reproduksi 

di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Wirogunan Kota Yogyakarta, 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Hak Narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan 

perempuan kelas IIB wirogunan kota yogyakarta yang diberikan merupakan 

hak-hak narapidana secara umum saja yaitu hak mendapatkan pelayanan 

kesehatan dan makanan yang layak yang tertera dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam hal hak 

narapidana wanita atas reproduksi dilembaga pemasyarakatan perempuan 

tersebut secara khusus tidak ada diberikan terutama tentang fasilitas khusus 

yaitu tempat untuk menyusui dan fasilitas tempat ruangan untuk anak. 

2. Hak narapidana wanita atas reproduksi di lembaga pemasyarakatan 

perempuan kelas IIB wirogunan kota yogyakarta belum terpenuhinya 

sebagai berikut:  

a. Karena dalam peraturan perundang-undangan tidak terperinci yang 

mengatur hak narapidana wanita khususnya dalam reproduksinya.  

b. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB 

wirogunan kota yogyakarta belum memberikan anggaran dalam 
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pembangunan sarana dan prasarana terutama fasilitas khusus bagi 

narapidana wanita atas reproduksinya. 

c. Karena di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB 

wirogunan kota yogyakarta belum tersedianya tenaga ahli medis atas 

reproduksinya.  

B. Saran 

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran yaitu sebagi berikut : 

1. Dalam rangka memenuhi hak narapidana wanita atas fungsi reproduksi di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Wirogunan Yogyakarta, 

hendaknya Pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah 

Istimewa Yogyakarta segera menyediakan perlindungan hak asasi manusia 

khusus terhadap bayi atas reproduksi yaitu fasilitas tempat menyusui dan 

fasilitas ruangan khusus terhadap bayi di lembaga pemasyarakatan.  

2. Hendaknya dibuat suatu peraturan-peraturan khusus dalam undang-undang 

nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang secara spesifik 

mengatur, melindungi dan menjamin hak atas fungsi reproduksi bagi 

narapidana wanita yaitu perlindungan hak asasi manusianya di lembaga 

pemasyarakatan perempuan tersebut.  
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